PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
JI Prof.Dr.H.Aziz Haily, MA Bukit Limau Sarilamak Kode Pos 26271 Telepon (0752 ) 7470736, Fax (0752) 7470736

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 000.3.1/ 014 /INAKER.1-LK/1/2026

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
KERJA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA,

MENIMBANG - 0 bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun Anggaran 2026 dirasa perlu menetapkan Pejabat
Pembuat Komitmen;

b: bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a di
atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;

MENGINGAT o il Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

4, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6810);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;,

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1425) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi,
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun
2021 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Lima Puluh Kota Tahun 2022 Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2025
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2026;

15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 116 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;

16. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 39 Tahun 2025 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan Dinas
Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota
sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama :  Ayu Mitria Fadri, S.5i,M.M.Pd
NIP : 19720923 200212 2 005
Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda/ IV.c
Jabatan : Kepala Dinas

Pejabat Pembuat Komitmen memiliki tugas sebagai berikut :
menyusun perencanaan pengadaan;
melaksanakan Konsolidasi Pengadaan barang/Jasa;
menetapkan spesifikasi teknis/kerangka acuan kerja (KAK);
menetapkan rancangan kontrak;
menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
menetapkan uang muka yang akan dibayarkan kepada
penyedia;
mengusulkan perubahan jadwal kegiatan,
melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas
Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
mengendalikan kontrak;
menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan kegiatan;
melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan PA/KPA;
menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada
PA/KPA dengan berita acara penyerahan;

. menilai kinerja penyedia;
menetapkan tim pendukung;
menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa; dan
Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA,
meliputi :
- Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

anggaran belanja; dan

- Mengadakan dan menetapkan perjanjian denganpihak lain
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KETIGA

KEEMPAT

dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini,
dibebankan pada APBD Kabupaten Lima Puluh Kota pada Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Tahun
Anggaran 2026;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2026 dengan
ketentuan segala sesuatunya akan diperbaiki kembali sebagaimana
mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan
ini.

Ditetapkan di :  Sarilamak
Pada Tanggal : 5 Januari 2026
Ke_pala Dmas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Tembusan disampaikan kepada Yth :

Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak;

Sdr. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak;

Sdr. Kabag Pengadaan Barang/Jasa Setda Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak;
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Yang bersangkutan.



